
SALINAN

BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN

DAN NASKAH DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN,DAN PEMBERIAN MANDAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI  KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyederhanaan dan optimalisasi
penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam
bidang kepegawaian telah ditetapkan Peraturan Bupati
Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian
Wewenang Penandatanganan Keputusandan Naskah
Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;

b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kudus,terjadi perubahan nomen klatur Perangkat Daerah
Kabupaten Kudus ;

c. bahwa dengan adanya perubahan nomen klatur Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud huruf b, perlu mengubah
Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan,
dan Naskah Dinas Dalam Bidang Kepegawaian, dan
Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kudus ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah ;
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

7. Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014 tentang
Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai yang Bekerja
sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 279);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Daerah ;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2015 tentang
Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi bagi
Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja sebagai Pekerja Radiasi di
Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1280);

10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
(Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 30);

11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun  2016 tentang
Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusandan
Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian
Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 13) ;
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MEMUTUSKAN  :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 13
TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN NASKAH DINAS
DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN, DAN PEMBERIAN MANDAT DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

PasalI

Ketentuan dalam LampiranI dan Lampiran II Peraturan Bupati
Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang
Penandatanganan Keputusandan Naskah Dinas dalam Bidang
Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2016 Nomor 13)diubah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PasalII

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 5 Desember 2017
BUPATI  KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A
Diundangkan di Kudus
pada tanggal 6 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017 NOMOR 34.


